PERJANJIAN KINERJA
DINAS SOSIAL PPKB PPPA KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : OPAN SOPIAN, S.Pd, M.Si, M.Pd.
Jabatan : Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tasikmalaya

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ADE SUGIANTO
Jabatan : Bupati Tasikmalaya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian
ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah di tetapkan dalam
dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap

capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Singaparna, 02 Januari 2025

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

ADE SUGIANTO




PERJAN]JIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS SOSIAL PPKB PPPA KABUPATEN TASIKMALAYA

NO | SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM
1 2 3 4 5
1. | Meningkatnya Persentase masyarakat miskin dan 67,40% |- PROGRAM
perlindungan dan rentan miskin yang memperoleh PERLINDUNGAN DAN
jaminan sosial bagi bantuan sosial JAMINAN SOSIAL
masyarakat miskin dan
rentan miskin
2. | Terpenuhinya Persentase korban bencana alam dan 100 % - PROGRAM PENANGANAN
kebutuhan dasar sosial yang terpenuhi kebutuhan BENCANA
korban bencana alam dasarnya pada saat dan setelah masa
dan bencana sosial tanggap darurat bencana daerah
pada saat dan setelah
masa tanggap darurat
bencana daerah
3. | Terpenuhinya Persentase penyandang disabilitas 100 % - PROGRAM REHABILITASI
kebutuhan dasar terlantar, anak terlantar, lanjut usia SOSIAL
penyandang disabilitas | terlantar dan gelandangan pengemis di
terlantar, anak luar panti yang memperoleh bantuan
terlantar, lanjut usia sosial untuk pemenuhan kebutuhan
terlantar dan dasar
gelandangan pengemis
di luar panti
4. | Meningkatnya kualitas | Persentase PPKS yang tertangani 4,25% |- PROGRAM
layanan rehabilitasi PEMBERDAYAAN SOSIAL
sosial bagi PPKS
5. | Meningkatnya kualitas | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 64,37 Poin |- PROGRAM PENGARUS
pemberdayaan gender UTAMAAN GENDER DAN
dan perlindungan anak PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
- PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS KELUARGA
- PROGRAM PEMENUHAN
HAK ANAK (PHA)
- PROGRAM
PERLINDUNGAN
PEREMPUAN
6. | Meningkatnya Rasio akseptor KB 72,25% |- PROGRAM
kepesertaan KB PENGENDALIAN
PENDUDUK
- PROGRAM PEMBINAAN
KELUARGA BERENCANA

(KB)




PROGRAM

PEMBERDAYAAN DAN
PENINGKATAN
KELUARGA SEJAHTERA
(KS)

7. | Meningkatnya kualitas | Nilai reformasi birokrasi perangkat 66 Poin |- PROGRAM PENUNJANG
pelayanan publik dan daerah URUSAN PEMERINTAHAN
akuntabilitas kinerja DAERAH
perangkat daerah

No Program Aggaran (Rp) Keterangan

1 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6.959.394.639 APBD
Kabupaten/Kota

2 | Program Pemberdayaan Sosial 668.000.000 APBD

3 | Program Rehabilitasi Sosial 2.320.000.000 APBD

4 | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 6.226.000.000 APBD

5 | Program Penanganan Bencana 1.804.000.000 APBD

6 | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan 595.000.000 APBD
Perempuan

7 | Program Perlindungan Perempuan 546.510.000 APBD dan APBN

8 | Program Peningkatan Kualitas Keluarga 810.000.000 APBD

9 | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) 800.000.000 APBD

10 | Program Pengendalian Penduduk 205.736.000 APBN

11 | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 10.304.404.000 APBD dan APBN

12 | Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera 9.974.800.000 APBD dan APBN
(KS)

Jumlah 41.213.844.639
Singaparna, 02 Januari 2025
Pihak Kedua, Pih Per/eﬁa,

ADE SUGIANTO




